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PEMERINTAH KABUPATEN PPURBALINGGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB |
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan

1 Maksud
Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun
Angglmn 2011 dlump!nq ubagnl bentuk partanggung jawaban pengnlolun kauangan
daerah adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi keuangan yang cilakukan oleh SKPD selama satu tahun.

2. Tujuan

Tujuannya adalah Menyajikan informasi yang bermanfaat dan mudah dipahani
bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas laporan Keuangan selama
satu periode pelaporan tahun anggaran 2011.

Landasan Hukum _

Landasan hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun anggaran

2011 adalah

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288

3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Negara Rl Nomor 4355)

4. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R| Tahun 2004 Nomor 66 Tanbahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400).

5. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencenaan Pembangunan
Nasional(Lembaran Negara RI Tahun 104 tambahan lembaran Megara RI Nomor 4421)

6. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Negara RI Nomor 4437)

7. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan daerah { Lembaran Negara Repubilik Indonesia
Tahun 2004 Nornor 126 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438.
Undang -undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daereh
( Lembararan negara republik Indonesia Tahun 2009 nomor 147),

8 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengeloaan dan keuangan 3adan
layanan Umum (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 ,Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia nomor 450%)

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan

9 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembarzn Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Nomgr 4575).

10  Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republilt Indonesia Nomor 4578).

11 Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140)



12 Keputusan presiden republik indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Pengadaan barang dan jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4330).
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 79tahun 2006 tentang
perubahan kelima atas keputusan presiden republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah

13.  Peraturan Menteri Dalam Neger Republik Indonesia nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pedoman Pengeloolaan Keuangan Daerah.

14.  Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 tahun 2006 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10 )
tanggal 31Desember 2006 )

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
Penyusunan laporan Pertanggungjawabanandahara serta penyampaiannya.

16  Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 201 tentang Tata Cara Pemberian dan Pe -
manfaatan insentip Pungutan Pajek Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5161 )

17 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 10 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Furbalingga Tahun 2005 nomor 20)

18.  Peraturan Daerah KKabupaten Purbalingga nomor 24 tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 (Lembaran daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 24,.

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 56 tahun 2010 tentang Pedoman pe -
laksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Purbalingga Tahun 2011,

1.3 Sistematika Penyusunan
Sistematika Penyusunan catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Bab | Pendahuluan
Bab ini memuat maksud dan tujuan, peraturan perundang-undangan sebagai landasan .
hukum dan sistimatika penyusunan Catatan atas laporan Keuangan SKPD.

Babil Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
Bab ini memuat ;
2.1 Ekonomi rnakro yang mendasari penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

SKPD

2.2 Kebijakan keuangan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD;
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD.

Bab Il  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
Bab ini memuat :
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
-3.2 Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan
pada SKPD

Bab IV Kebijakan Akuntansi
Bab ini memuat :
4.1 Ekuitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD;
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah SKPD:
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah SKPD;

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan clengan ketentuan yang ada dalam standar
akuntansi pemerintahan dalam SKPD;




BabV  Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPI)

Bab ini memuat :

5.1 Rincian dan penjelasan masing- masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3. Asset
5.1.4. kewajiban
5.1.5. Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
Penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk ekuitas akutansilekuitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada SKPD.

BabVi  Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VIl  Penutup

BAB Il
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonoml Makro
1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektip, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil maka DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purbalingga tahun 2011 melaksanakakan rencana kerja yang dibiayai oleh Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam melaksanakan tugas pokokdan fungsi,
kewenangan, serta tanggung jawabnya didukung d2ngan Sumberdaya Manusia(SDM) yang
ada. Adapun jumlah pegawai yang ada 121 orang pegawai yang terdiri PNS : 69 orang dan Tenaga
52 orang tenaga kontrak.

Jumlah Pegawai menurut golongan : golongan IV : 4 orang, golongan Ill : 33 orang, golongan Il
: 24 orang, golongan | : 6 orang.

jumlah pegawal menurut pendidikan : Strata 2 : 3 orang, Sarjana : 18 orang, Diplom:1 3 :

8 orang, diploma 2 : 7 orang, SLTA : 37 orang, SLTP : 15 orang, dan SD : 14 orang.

2 Keuangan SKPD

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 khususnya belanja SKPD Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Purbalingga mengalami penurunan
sebesar 18,17 % dari anggaran yang disediakan bila dibandingkan dengan anggaran
yang disediakan pada tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut :

. TA 2011
No Uralan TA 2010
Awal Perubahan

1 [|Pendapatan 1,4311,200,0000 - 1,580,470,000; 1,580,470,000
2. |Belanja 3,800,861,000 3,918,868,000 5,008,688,000

a. Belanja Operasi 3,800,861,000 3.504,632,000]  4,473,152,000

b. Belanja Modal 800,000 324,238,000 ’ 533,538,000
Defisit (2,162,861,000)(  (2,338,398,000)]  (5,426,218,000)




22

23

Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan belanja daerah Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga diarahkan untuk :

Pemenuhan kebutuhan belanja untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin;
Menjamin keutuhan dan terpeliharanya aset Pemda;

Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan:
Terpeliharanya keamanan dan ketertiban lalu lintas

Terjaringnya kendaraan bermotor wajib uji

Terkendalinya pélayanan angkutan

Terpeliharanya ketertiban-perpakiran.

Pengembangan tehnologi informasi bagi masyarakait,

©® N oo s LN

Adapun anggaran belanja SKPD Dinas Perhubungan Komunikas dan Informatika .
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 secara keseluruhan mengalami kenaikan dari
anggaran yang disediakan ,bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2010. Belanja Operasi
Tahun 2011 sebesar Rp.4.473.152.000,- (0,57%) dengan anggaran tahun 2010.
Belanja modal Tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp.514.822.000,- (64,35%) dengan
anggaran yang disediakan tahun 2010.

Indikator Pencapalan Target Kinerja APBD

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektip, transparan, akuntabel
berorientasi kepada hasil maka program -program yang ada di Dinas Perhubungan dan

Informatika adalah sebagai berikut

1. Program :

Penguatan Ketembagaan Perangkat Daerah

Pengendalian dan pengamanan lalu Lintas

Peningkatan Prasarana dan fasilitas LLAJ

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Peningakatan Pengembabgan Tehnologi Informasi dan Komunikasi

- ® a 0o o e

Penguasaan dan Pengembangan E - Goverment

2. Kagiatan :

Penyediaan bahan dan jasa perkantoran

Rapat Koordinasi dan konsultasi

Pemeliharaan sarana dan prasarana;

Pengadaan sarana dan prasarana kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapiinnya
Pendidikan dan pelatihan pegawai

Pemelihatraffic light dan flasing laight

Pengadaan rambu - rambu lalu lintas
Pelaksanaan Operasi Teknis layakJalan

To ~p a0

Pengadaan Fasilitas keselamatan Kerja (DAK)

Survey volume lalu Lintas

Pengadaan Bahan Cat PKB

Operasional Pengelolaan Kebersihan Terminal

Pemeliharaan terminal

Perbaikan landasan terminal

Penyusunan Raperda Retribusi Bidang Perhubungan

Penyusunan Dokumen Amdal Terminal Bobotsari

Pemberdayaan Radio Pemerintah Kabupaten (RSP dan Ardi lawet FM)
Pengembangan Tehnologi Informasi terintegrasi dan Sosialisasi layanan
Komunikasi Data

Pemeltharaan Website dan Jaringan Internet

Pelatihan Updating website

Bintek Pengenalan Hardware dan jaringan LAN dan WAN

Bintek Open Source Sofware (0SS)

—_—o = =
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Ekuitas Akuntansl / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Pemerintah
Kabupaten Purbalingga.

Sedangkan entitas akuntansi pada penyusunan laporan keuangan Inl adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purbalingga.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD adalah basis kas .
untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran
dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada
saat kas diterima direkening Kas Umum Daerah atau oleh intensitas pelaporan dan belanja
diakui padasaat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau intensitas pelaporan.
Intensitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran
balk lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantuny pada selislh realisasi penerimaan
dan pengeluaran pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam
bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan realisasi anggaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakuii dan dicatat
pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada

keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basls Pengukuran Yang Mendasarl Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Belanja
Belanja diakui pacla saat dikeluarkan dari Kas Dae-ah dan telah dipertanggungjawabkan, semua
belanja harus tercantum dalam anggaran dan tidak ada kompensasi antara pendapatan dan
belanja/pengeluaran.

2. Persediaan
Persediaan dihitung berdasarkan hasil inventaris f sik persediaan dan dinilai dengan cara harga
pembelian akhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga/nilai wajar atau estimasi nilai

perolehan.

3 Aset Tetap
Aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset hingga siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Aset tetap akan dihapus apabila rusak berat, usang, hilang dan sebagainya sesuai dengan
Keputusan Mendagri dan Otda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Daerah.

4.4 Penerapan Kebljakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan Akuntansi pada SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten
Purbalingga didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu pada Peraturan
Bupati Purbalingga No.93 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran

Pendapatan dan Peraturan Bupati Purbalingga nomor 19 tahun 2009 tentang anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009.
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3 Retibusi Terminal dikarenakan adanya tarip yang tidak sesuai dengan kondisi yang
ada dan berkurangnya beroperasinya AKDP , AKAP dan angutan dalam RIT masuk

ke terminal dikarenakan berkurangnya penumpang.
4 Retribusi ljin Trayek dikarenakan adanya semakin banyaknya para pemilik

kendaraan bermotor sehingga berkurarignya penumpang sehingga para pengusaha

sering mengalami kerugian dan masih rendahnya tingakat kesadaran dalam

perijinan.dan menurunnya permohonan.peremajaan angkot dan trayek insidentil.

Belanja Pegawal

Dari uraian tersebut, dapat diketahui
prosentasn realisasi Belanja Pegawai
adalah  sebesar  ©9,12%  dari
anggarannya, jumlah tersebut terdiri
dari:
- Gaji Pokok
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional
Tunjangan Umum
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh
- Pembulatan Gaji
- Tunjangan Asuransi Kesehatan
- Tambahan Penghasilan
berdasarkan beban kerja
Insentip Pemungutan Retribusi
- Honorarium PNS
- Honorarium Pegawai Honorer
- “Upah bulanan
- Uang lembur

Belanja Barang

Dari uraian tersebut, dapat diketahui
prosentase realisasi Belanja Barang
adalah sebesar 98,70% dari
anggarannya, jumiah tersebut terdiri
dari : .

- Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan / Material
Belanja Jasa Kantor

Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
Belanja Pemeliharaan

- Belanja Cetak dan
Penggandaan
- Belanja Makanan dan Minuman

- Belanja Pakaian Dinas dan

Atribut
Belanja Pakaian Dinas

Belanja Pakaian Khusus hari-
hari tertentu
Belanja perjalanan Dinas

Oelanja Kursus Rursus singkat

Anggaran Realisasi
Rp  3,243,062,000 Rp  3,210,579,194
Rp  1.899,901,000 Rp 1,905,373,460
Rp 200,483,000 Rp 201,653,794
Rp 148,185,000 Rp 146,450,050
Rp 5,491,000 Rp 5,280,000
Rp 127,961,000 Rp 123,110,000
Rp 155,627,000 Rp 154,567,720
Rp 46,249,000 Rp 47,752,791
Rp 54,000 Rp 55,912
Fp 38,678,000 Rp 38,829,342
Fp 181,350,000 Rp 175,300,000
Fp 79,023,000 Rp 59,267,625
Fp 75,115,000 Rp 72,322,000
Fp 143,825,000 Rp 143,725,000
Fp 128,400,000 Rp 124,200,000
Fp 12,720,000 Rp 12,691,500

Anggaran Realisasl

Rp 1,230,090,000.00

Fp
Rp
Rp
Rp

Rp
P

P
p
Rp
Rp
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52,046,000

13,750,000
420,624,000
131,810,000

313,855,000
87,104,000

53,416,000
37,000,000

108,485,000
12,000,000

Rp 1,189,796,767.00

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

51,940,500

13,750,000
384,209,942

131,715,628
312,047,600
87,097,800

52,925,500
36,652,000

107,480,500

PN elowdlalala)
11,907,000



A. Rincian dan Penjelasan Neraca
1. Aset 31-Dec-11 31-Dec-10

Rp §63,203,123,276.00 Rp 35,204,225,245.0
Total Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2011 ada kenaikan bila dibanding
Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 27.171.389.061,- karena adanya hasil penelusuran
asset dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar RP.24.078.020.271,- dan mutasi
tahun 2011 sebesar Rp. 3.094.367.010,-persediaan tahun 2011 sebesar Rp. 4.289.200,-
sebagai berikut :

31-Dec-11 - 31-Dec-10
a. Aset Lancar Rp 4,289,120.00 Rp 5,075,420.0
Jumlah Keseluruhan Aset Lancar '
per 31 Desember 2011 ada
kenaikan bila dibandingkan 31
Desember 2010 terdiri dari
persediaan dengan rincian sebagai
berikut
- Persediaan Rp 3,989,200.00 Rp 5,075,420.0
- Kas di bendahara pengeluaran ' 299,920.00
31-Dec-11 31-Dec-10
b. Aset Tetap Rp 53,203,123,275.00 Rp 35,204,225,245.0
Jumlah Keseluruhan Aset Tetap per
31 Desember 2011 bertambah bila
dibanding 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut
- Tanah Rp 7,399,975,286.00 Rp 13,566,535,000.0i
- Peralatan dan Mesin Rp 6,520,616,391.00 Rp  3,022,741,325.0(
- Gedung dan Bangunan Rp 36,593,478,268.00 Rp 8,942,299,500.01
- Jalan,irigasi dan jaringan Rp 2,404,636,270.00 Rp  8,784,872,000.0i
- Aset tetap lainnya Rp 284,417,060.00 Rp 887,777,420.01
2. Kewajiban 0 0
Pendapatan yang ditangguhkan 0 0
31-Dec-11 31-Dec-10
3. Ekuitas Dana Rp 53,203,123,275.00 Rp 35,204,225,245.0(

Jumlah tersebut merupakan jumlah kekayaan netto Pemerintah Kabupaten Purbalingga
pada SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Purfalingga per 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :

31-Dec-11 31-Dec-10
- Ekuitas Dana Lancar Rp 4,289,120.00 Rp 5,075,420.0(
- Ekuitas Dana Investasi Rp 53,203,123,275.00 Rp 35,204,225,245.0C
- Ekuitas Dana Cadangan Rp - Rp

Rp §63,207,412,395.00 Rp 35,209,300,665.0(




B. Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas, untuk ekuitas akuntansi/ekuitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada

SKPD

Dengan mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan, pengungkapan Pos Aset yang timbul karena adanya realisasi belanja dan kegiatan
yang dibiayai dari bantuan keuangan yang berasal dari SKPD penyalur Bantuan dengan rincian
sebagai berikut :

1. Aset Lancar

Persediaan

Persedediaan dihitung berdasarkan hasil investarisasi fisik persediaan dan dinilai dengan
cara pembelian - akhir apabila diperoleh dengan pembelian atau harga / nilai
wajar.Persediaan dihitung berdasarkan belanja barang habis pakai,persediaan tahun 2011
sejumlah Rp. 3.989.200 terdiri dari alat tulis kantor sejumlah Rp. 778.700,- dan barang cetak
sebesar Rp. 3.210.500,- dan ada akhir tahun anggaran 2011 adanya kesalahan hitung
sebesar Rp, 299.920,- dan di bulan Januari tanggal sudah disetorkan ke kas daerah
dengan bukti setor terlampir

2. Asettetap

Aset tetap dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset hingga siap digunakan untuk melaksanaan tugas-tugas pemerintahan

a.

Tanah . Rp.7.399.975.286 -
Nilai Aset tanah di Neraca tahun 2011 dan di Neraca tahun 2010 ada selisih sebesar

Rp.6.166.559.714 danada mutasi ke Dinbudparpora sebesar Rp. 9.077.971.800,-dan dari
hasil penelusuran sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar
Rp, 2.911.412.086 -

. Peralatan dan Mesin . RP.6.520.616.391,—-

Nilai asset peralatan dan mesin di tahun 2011 ada kenaikan sebesar Rp.3.497.875.066,-
dikarenakan adanya hasil penelusurah asset sejak tahun 2003 sampai dengan 2010
sebesar Rp. 1.978.568.665,- dari hasil mutasi dari Kantor PDE sebesar Rp. 1.282.118.410 -
dan pengadaan tahun 2011 sebesar Rp. 237.187.991 -

. Gedung dan Bangunan : RP.36.593.478.268,-

Nilai asset gedung dan bangunan di tahun 2011 ada kenaikan sebesar
Rp. 27.651.178.768,- dikarenakan adanya hasil penelusurah asset sejak tahun 2003 sampai
dengan 2010 sebesar Rp. 25.902.583.290,- dan mutasi di tahun 2011 dari , Radio Ardi
Lawet dan Radio RSP sebesar Rp.1.296.828.000,-dan pengadaan tahun 2011 sebesar Rp.
182.114.558,- dan ada pengadaan belanja modal yang tidak masuk dalam asset daerah
berupa marka jalan sebesar Rp. Rp. 95.519.451 -

. Jalan, Irigasi dan Jaringan © RP.2.404.636.270,-

Nilai asset lIrigasi dan jaringan di tahun 2011 ada selisih berkurang sebesar
Rp. 6.380.235.730,-. dikarenakan adanya hasil penelusurah asset sejak tahun 2003 sampai
dengan 2010 sebesar Rp.6.380.235.730 .- terdiri dari hasil penelusuran pada jalan dan
jembatan sebesar Rp. 5.282.181.200.- pada bangunan air dan irigasi sebesar
Rp.1.370.099.000,- kenaikan di instalasi sebesar Rp. 270.475.220 - dan di jaringan sebesar
Rp. 16.479.250,-

. Aset tetap Lainnya : Rp. 284.417.060,-

Nilai asset tetap lainnya di tahun 2011 ada penurunan dikarenakan adanya hasil
penelusurah asset sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 sebesar Rp.603.360.360 ,-dan
ada mutasi dari Radio RSP sebesar Rp. 600.000,-
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Penjelasan atas Informasi - informasi Non keuangan tidak ada karena Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Purbalingga hanya mengelola Pendapatan Retribusi Daerah dan
Anggaran yang berasal dari APBD

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 pada SKPD
Laporan ini dibuat sebagai pelengkap pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada SKPCI
Dinas Perhubungan Kommunikasi dan Informatika kabupaten Purbalingga.

anuari 2012

Py Perhubungan
Komunikt Informatika

bupatWPALrbalingga




